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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURANWALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURANWALIKOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA FADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG,

a. bahwa jenjang nilai pengadaan barang dan jasa telah
diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 11
Tahun .2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang
dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Puskesinas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11),

. bahwa untuk mengakomodir besaran jenjang nilai
pengadaan barang dan jasa maka, maka Peraturan
Walikota tersebut rerlu Ciubah dan disernpurnakan:

. bahwa berdasarsan pcrlimbangan sebagaimana
dimaksua pada huuf a dan huruf kb, perlu menetarkan
Peraturan Walikota tentang Perutahan Atas
Perstuan Walikot:. PaJang Nomor 1! Tabun 2015
tentang Jitguang Nilai Jiarang dan Jasa Pada BaSan
Layanan Umum usesah Puskzsmas,

Undang-Undarg Ncmor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Eesar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 200S Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063):
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peranuran Perundang-undangan
(Lembaran Negara, Tahun 2011 Nomor 82, Tambahar
Lembaran Negara Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 295!4 tenisng
Pemerintahan Daerah, (Lembarar Negara Tanun
2014 Nomor 244, Tarnbahan Lerabaran Negara Nomor
5557), sebaga'imara telan diubah reberapa kal.
terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Yaliun
2615 (erabaan Negara Tahu: 2915 Ncmw 58,
Tatabzhar Lembsra:. Negara Nomor 5679),

5, Peratuuan Pemeristah Nomor 17 Tahun 1530
tentang Perubahan Bazas Wilayah kotamadya Dasran
Tingkat li Padargi(Lumbirun Kegna —

Farun 1980
Nomcr 25, Tembahan Lanbar Negara Monisi 3164),

b
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3.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340),

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004
tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas,

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011
Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum,

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87),

12. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada
Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita
Daerah Tahun 2016 Nomor 11),

MEMUTUSKAN :

Menetapkar : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung
dengan bukti pembelian atau kwitansi,

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan
Surat Perjanjian Kerja (SPK),

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung dengan kontrak:
dan
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d. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar
rupiah) dengan metode sebagai berikut :

1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya,
2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: atau
3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.

e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.

(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 anyar! 2017

9TA PADANG,WALIK

LDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2017

SEKRETARIS DPAERAH KOTA PADANG,

ASNEL
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR £


